. BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PACITAN,

bahwa untuk melaksandakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020; :

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 19865 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 150); .
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286});
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10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S$587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006

4= Nomor 7);

Paraf Hierzaii

Sckea j—

Parst hewicieasi 37 Pdraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak

Agizten

Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tah

Kh;gnFanl "

FD Pemrakarsa

Kabag
ki

FD Terkait

kQC 10 Nomor 8); :
|




38.
39,
40.
41.
42,
43,

44,

46.

47.

48.

49,

50.
51,
- 52,

. 93.

54,

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak

Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 10};

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12};
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten

‘Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
45.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16);
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 19};

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2017 Nomor 1) ;

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Pelelangan IKan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 18);
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011
Nomor 19};

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2011 Nomor 20); '
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
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Menetapkan

Anggaran Pendapatan

55.

56.

S7.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan {Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011Nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Retribusi pelayanan Persamphan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011
Nomor 24);

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 201 1Nomor 27);
Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2018 {Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016
Nomor 4);. :

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota
DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2020 {Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9 ),

PERATURAN BUPATI  TENTANG  PENJABARAN
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020,

Pasal 1

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sejumlah

Rp. 1.717.734.364.165,00 dengan rincian terdiri atas :

1. Pendapatan
a Pendapatan Asli Daerah Rp 194.706.585.466,00
b Dana Perimbangan Rp 1.200.014.157.000,00
¢ Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 320.513.621.699,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.716.023.575.165,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 712.208.683.880,00
2) Belanja Hibah Rp 78.309.707.355,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.039.100.000,00
3) Belanja Bagi Hasil Kepada Rp 6.184.022.754,00
Provinsi/Kabupaten /Kota dan -
Pemerintah Desa
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp 283.974.012.300,00
: ProvinsitKabupaten/Kota dan
Pasttiocagd |} Pepyiafelufit Dan Partai Politik
sekda | P | [Asiste ia] rduga Rp 2.500.000.000,00
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b. Belauja Langusng

1) Belanja Pegawai Rp 28.531.806.954,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 382.741.774.876,20

3) Belanja Modal _Rp 210.795.256.045,80
Jumlah Belanja Langsung Rp 622.068.837.876,00
Jumlafi Belanja Rp 1.716.284.364.165,00
Surplus/(Deilslt] Rp {1.050.000.000,00)

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan Rp 2.500.000.000,00

2) Pengeluaran Pembiayaan _Rp 1.450.000.000,00
Jumlah pembiayaan Netto Rp 1.050.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00
Tahun Berkenaan (SILPA)

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

LampiranI : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Lampiran Il : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi
Hibah Yang Diterima; _

Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Yang Diterima.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku”

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 -12 - 2019

1 BUPATI PACITAI%

-~

X INDARTATO
Pada tanggal 23 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH k
KABUPATEN PACITAN

—

Dr Ir HERU WIWOHO SP, M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 80



